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ABSTRAK

Indra Satriani, Budi Setiawati dan Amir Muhiddin. 2021. Participatory
Budgeting di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses Participatory Budgeting
di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan mendeskripsikan
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Participatory Budgeting di
Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian yang digunaka ah penelitian kualitatif, dengan tipe
perielitian yaitu penelitian deskripi ’\ jumlah informan sebanyak delapan
orang. Teknik pengumpulan - ; i wawancara, dﬂkmnentam dan
obsewass_ T-:hmk analisis
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Era reformasi di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan di berbagai lini

pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Pembangunan yang dulunya
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suksesnya pembangunan. Proses pembangunan yang ada merupakan hasil usaha dari
pemerintah semata sebagai kewajiban dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan




publik, akan tetapi hal tersebut dipcrlluknn adanya dukungan dan partisipasi
masyarakat operasional dalam system birokrasi pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tata cara
perencanaan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negari (Pemandagri) Nomor

114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Desa. Pasal 1 Pemandagri Nomor

114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daldm penyusunan perencanaan pembangunan

diupayakan menjadi lebih terarah dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan
masyarakat, karena anggaran yang tersedia relatif terbatas. sementara kebutuhan

pembangunan masyarakat jumlahnya banyak, maka peningkatan partisipasi



masyarakat sangat dibutuhkan supaya penyusunan rencana pembangunan dapat serasi
dengan kebutuhan masyarakat, Adisasmita (2006).

Menurut Mardiaksomo (2002) Partisipasi masyarakat dalam penganggaran
harus dilakukan pada setiap tahap dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan,
retifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pendapat lain dari

Yabbar & Hamzah (2016). juga memekankan hal yang sama bahwa dalam
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kebutuhan real yang ada dalam masyarakal, baik tema kewilayaan maupun tema

scktoral yang selanjutnya di sepakati menjadi prioritas yang akan dilaksanakan.

FParticipatory Budgefing dalam perancanan dan penganggaran akan menghasilkan




kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Outpur daripada
perencanaan dan penganggaran di desa yang apa bila dilakukan Participatory
Budgeting maka hasilnya akan lebih berpihak pada masyarakat desa di sisi lain dapat
mendorong tercipatanya trasparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik.
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partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam
perencanaan dan penganggaran. Perancanaan dan penganggraan di Desa Lamanda

sepenuhnya belum menyentuh sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.




Supaya perencanaan dan penganggaran di Desa Lamanda dapat menyentuh

kebutuhan masyarakat maka, keberadaan partisipasi masyarakat sangatlah penting
dalam perencanaan dan penganggaran di Desa Lamanda sebagaimana amanat dalam
Pasal | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa perencanaan

pembangunan desa dilakukan berdasarkan asas partisipasi beriringan dengan amanat
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mendeskripsikan Proses Participatory Budgeting di Desa Lamanda
Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba?

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

“ﬁ \

////'u I‘\‘\\\\




BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan
penelitian schingga penulis dapai memperkaya teori yang digunakan dalam

telah mengacu pada peraturan

yvang berlaku dalam setiap




pelaksanaan  program  atau
kegiatan serta melakukan upaya
perbaikan manajemen finansial
untuk menunjang pelaksanaan

fungsi participatory budgeting.

penelitiannya
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2008 hanya bertumpu kedalam
urusan  administratif.  Krisis
partisipasi yang terjadi  di
daerah kabupaten dompu tidak




terlepas dari adanya peran
pemerintahan daerah Kabupaten
Dompu yang belum optimal
mendorong partisipasi

masyarakat  dalam  proses
penyusunan APBD.

Irwanto, (2017) <] In

(2020) Partisipatif Dalam | dalam pemanfaatan dana desa

Pemanfaatan Dana | di kecamatan Brati Kabupaten
Desa di Kecamatan | Grobongan  pelaksanaannya
Brati  Kabupaten | masih belum optimal
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masyarakat

B. Teori dan Konsep

1. Participatory Budgeting (Pengax

memantau belanja publik. Participatory Budgeting dirancang untuk menghadirkan

warga ke dalam proses pembuatan kebijakan, mendorong reformasi administrasi
dalam mendistribusikan sumber daya publik supaya dapat berpihak kepada
masyarakat khususnya berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,
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dengan memindahkan lokus pengambilan keputusan ke dalam forum musyawarah
publik. Warga diharapkan akan memberikan ide-ide dan solusi kreatif untuk
berbagai masalah sosial dan ekonomi yang ditemukan di daerah mereka. forum
warga melalui musyawarah. Nilai utama yang diusung demokrasi deliberatif
adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan musyawarah dan dialog

antara berbagai pihak warga deng tujuan mencapai konsensus, atau

N

= o
\ &

Mekanisme Participatory Budgeting secara lebih lanjut dijelaskan oleh
Souza, Souza dalam Soping, (2019) menjelaskan komponen utama dalam

Participatory Budgeting adalah dilakukan melalui dua putaran. Berikut
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penjelasannya.
a. Putaran pertama, pejabat pemerintah setempat menyajikan audiensi
dengan informasi umum tentang anggaran kota, setelah itu di adakan
pertemuan di masing-masing ditrik. dimana penduduk menyusulkan daftar

prioritas, Kemudian masing-masing distrik menunjuk perwakilan untuk
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rleh Souza dalam
Soping, (2019) jika di hubungkan dengan kondisi desa sebagai berikut:
|. Putaran pertama dilakukannya musyawarah dusun untuk mentukan daftar
prioritas pembangunan di setiap dusun.

2. Putaran kedua menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membicarakan
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dan menertukan program prioritas dan menetukan musyawarah peserta
delegasi/perwakilan

3. Putaran ketiga dalam forum musyawarah dikoordiansi oleh pemerintah
desa dan masing-masing dusun menunjuk perwakilan untuk ikut dalam
forum musyawarah. Maka jika yang di desa yang dimaksud adalah adalah

forum musyawarah pere

slicipatory Budgeting
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Pemerintah karena bagaimana pun posisi Pemerintah masih dominan.
Forum Participatory Budgeting terkesan seperti formalitas dan
masyarakat hanya mengiyakan saja.
¢. Hambatan ketiga adalah kurangnya kesadaran dalam memikirkan
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perencanaan jangka panjang. Peserta dalam Participatory Budgeting lebih

tertarik untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat jangka

pendek yang hasilnya langsung dapat dinikmati.

d. Hambatan keempat adalah penekanan pada isu-isu lokal. Peserta

Participatory Budgeting menghabiskan waktu mercka pada kebijakan
ikasi untuk memikirkan isu-isu regional,

) /// %wgf\x\\\
s j ] v -

\3\ // *,p \\ ’

iy P

pandang dan keterbatasan pemahaman, kondisi geografis yang sulit, struktur dan
budaya masyarakat, serta rendahnya komitmen dalam keterbukaan informasi dan

akuntabilitas.

Farticipatory Budgeting dapat memberikan hasil yang optimal melalui
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beberapa cara. Folscher dalam Soping, (2019) mengidentifikasi faktor-faktor

yang dapat meningkatkan kesuksesan Participatory Budgeting. Terdapat empat

faktor yaitu sebagai berikut

a. Pertama, adanya pemberian Informasi yang baik kepada masyarakat,
Semakin baik informasi yang dimiliki masyarakat, maka dapat
memberikan hasil yang lebili baik pula. Sebagai contoh Pemerintah

menyajikan dokumeg :A-.. i berisi rencana stralegis yang

na forum  Participaiory

e
TR

mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan
akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor
terscbut  dapat mendorong terciptanya  keberhasilan  dalam

Farticipatory Budgeting.
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c. Ketiga, adanya aturan vang jelas dalam Participatory Budgeting.

Aturan yang jelas dalam forum Participatory Budgeting sangat
diperlukan. Aturan-aturan ini harus mencakup siapa yang memulai,
bagaimana mekanisme Participatory Budgeting, seperti apa peran dan
tanggung jawab yang berbeda-beda diantara aktor, bagaimana

Pemerintah menanggapi hadil. kriteria apa yang digunakan untuk

seseorang atau
keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan
vang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta
mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam
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situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian
tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.
Nginada (2012) menjelaskan bahwa partisipasi hanya dapat dilakukan
melalui proses interaksi antar berbagai elemen dan saling membutuhkan satu sama
lain. Setiap individu , kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan

suatu kebersamaan untuk berbuat dan bertindak dan mengatasi permasalahan dan

Dwinigrum  (2011)

‘Aldl~t

aan sosialnya.
c. Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide,
pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program

maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk

mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna
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mengembangkan kegiatan yang diikutinya

d. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat
dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambii keputusan yang
terkait dengan kepentingan bersama.

Unceng et al., (2019) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam

seseorang terhadap lingkungannya. suatu sikap yang diperlukan bagi

peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain

karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang




akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi
dalam  kegiatan-kegiatan  masyarakat.Pengertiannya  bahwa  untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian

yang mapan.

melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota. Pemerintah Menganggarkan Dana Desa secara nasional
dalam ApBN setiap Tahun.

¢. Bagian dari Hasil Pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten/kota
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Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari
hasil pajak dan retribusi daerah

d. Alokasi dana desa
Alokasi Dana Desa merupakan bagaian daripada dana perimbangan yang
di terima Kabupaten/Kota kepads

3 T \\\\\Hh,///
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dokumen perencanaan pembangunan Desa, Zainudin & Sutjiatmi, (2018).
Yabbar & Hamzah, (2016) menjelaskan Perencanaan dan penganggaran
desa dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan desa hingga penetapan APB

Desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa meliputi RPIM Desa untuk




jangka waktu 6 tahun dan RKP Desa untuk jangka waktu | tahun Penyusunan
RPIM Desa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014
Setelah selesai disusun dan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah
penyusunan RKP Desa. Pasal 29- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah
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diujikan dilokakarya desa untuk kemudian ditetapkan dan ditindak

lanjuti ditingkat yang lebih tinggi.




D. Kerangka Pikir

Sugiyono. (2012) menjelaskan baha kerangka pikir adalah merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan bebagai faktor
yang telah di indetifikasi sebagai masalah penting, Oleh karena itu kerangka pikir

adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang

,,.-' \\\ \‘l' 1//
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Participatory Budgeting

Teori souza dalam Soping
(2019)

\
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b). Forum Musywarah Desa
¢). Forum Perencanaan Pembanguanan Desa

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Participatory Budgeting di Desa
Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba




a). Faktor Pendukung

1) Adanya kesadaran atau inisiatif masyarakat
2) Kerja sama vang baik antara stakeholders
b) Faktor Penghambat

1) Mindset masyarakat tentang pembangunan
2) Pengunaan media teknologi sebagai sumber informasi

(11
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dusun. Setiap usulan yang telah disepakati akan dibahas bersama di dalam
forum Musrembangdes
3. Forum Perencanaan Pembangunan Desa yaitu musyawarah inti yang akan

menentukan berbagai program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi




pemerintah desa untuk dapat dilaksanakan serta mendapatkan pendanaan.

pada kesempatan ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama dalam

menentukan prioritas kegiatan satu tahun anggaran mendasar pada hasil
musdus yang sudah di rangkum dalam menjadi prioritas dalam Musdes.

4. Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong masyarakat atau warga

untuk berpartisipasi dalam forum Participatory Budgeting untuk

ng adanya kesadaran atau




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ini adalah 2 bulan. Lokasi

penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten

Bulukumba .

B. Jenis dan Tipe Penelitiap

il L
-----

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain . tidak langsung di




peroleh peneliti dari subjek lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah
berupa dokumen yang berkaiatan dengan fokus penelitian.
2. Tipe penelitian
Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif di mana dalam
memperolah data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang

merupakan bahan pembahassan dari peneliti agar fokus peneliti sesuai dengan fakta

dan keadaan lokasi penelitian terse

Informan
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asi non
sedang

- penelitian.
dengan subjek

yang jamak. : : ta Participatory

Budgeting di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

2. Wawancara




Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara

terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan untuk mencari
data pokok atau data baku dalam penelitian. Wawancara tidak terstruktur
dilakukan untuk menemukan informasi atau data pendukung yang berkaitan

dengan penelitian ini. Wawancara yang dilakukan oleh penelii Forum

n kredibilitas data
adalah dengan triangulasi.Sugiyono, (2012) triangulasi diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber




0

Triagulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh
melalui hasil wawancara dan dekumen-dokumen yang ada. Kemudian pencliti
membandikan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan dan
membandikan hasil dokumenen yang ada.

2. Triangulasi teknik,
Triagulasi teknik dilakukan dengan carafmengecek data kepada sumber yang mana
dengan teknik yang berbeda. Daléi A\ g di peroleh dengan wawancara,

lalu di cek dengan obse; /

3. Triangulasi W3 (\PS MUHA W@

iang A frbiltes, data. ¥ernge
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Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi
data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memusatkan,
melepaskan vang tidak dibutuhkan dalam mengelompokkan data yang akan diambil

dari berbagai kesimpulan yang ada.

2. Penyajian Data




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lamanda

sampai + 400 meter dari permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 5,00 °C. Jarak Desa

Lamanda ke kecamatan 3.5 Km, sedangkan jarak Desa Lamanda ke ibu Kota
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Kabupaten adalah 45 Km. Luas wilayah Desa sebesar 3,15 Km2 dengan batas

sebagai berikut:
Batas utara  : Berbatasan dengan Desa Buhu Bundang

Batas timur  : Berbatasan dengan Desa Caramming

Batas selatan : Berbatasan dengan Desa Pakubalaho

Petani 320 3.2
Buru Tani

No
1 | Belum /tidak bekerja 370 3.7
2
3




4 | Pegawai Negeri Sipil 0.08
5 | Pedagang 0.13
6 | Peternak Ayam 2 0.02
7 | Jasa . =

8 | Tukang Kayu 4 0,04
9 Batu 11 0,11
10 | Pensiunan PNS 6 0.06
11 | TNI dan POLRI - -

Jumlah 734 %

‘Sumber : data sekunder hasil penelitian ( Dokumen RPJM Desa Lamanda 2021)

dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang berpartisiapasi, trasparan
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dan angkutabel

¢. Menwujudkan infrastuktur pelayanan publik yanh kokoh dimana kepentingan
umum didahulukan dari pada kepentingan pribadi dan golongan

d. Melastarikan sumber daya alam, lingkungan , budaya. dan adat istiadat.

Visi dan misi Desa Lamanda jelas mengambarkan bahwa pemerintah Desa

-2017 dan 2018-
2024, Kepala desa dalam menjalangkan pemerinthan desa dibantu oleh perangkat
desa struktur perangkat desa dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa. Berikut struktur pemerintah Desa Lamanda :

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Lamanda Kec. Bontotiro Kab.
Bulukumba

" KEPALADESA

i‘n.s{uhammad Amgan SP




[nﬁ Lk Prfw JSTAKAAN | j

| UNISMUH M.2% 28547

Komitmen pemerintah Desa Lamanda terhadap pembanginan desa, salah
satunya di wujudkan melalui visi. Visi pembangunan desa Lamanda dimana
memperhatikan kondisi masyarakat desa. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
di masa depan, dengan memperhitungkan factor strategis dan potensi yang dimiliki
oleh masyarakat. Dalam kepemimpian pak Muhammad Amran, SP.

4. Badan Permusyaraatan Desa

Penyelengaraan desa

4"' 5
nu,,///
A\Y

pala "/

Hasil Scwa A

Bantuan Dana Desa APBN

Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 872.507.815
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Bagi Hasil Pajak Daerah 2020 Rp 24.574.600

Bagi Hasil Retribusi Daerah 2020 Rp. 19.910.520

Bagi Hasil Pajak PBB-P2 Rp 21.056.599
Total Anggaran Rp 1.946.266.334

Sumber : data sekunder hasil penelitian ( Dokumen RPJM Desa Lamanda 2021)

\
7 h ///t,, T

VN )

d pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat
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5. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
difasilitasi oleh:

a. perangkat daerah kabupaten’kota yang melaksanakan urusan

b. tenaga pendamping profesional;

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala

Desa.




4. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan
Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun

5. Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok

masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
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4. Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.

5. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 24

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sud dalam Pasal 23 ayat (1)

a. mengikutigelurul “P’S Muh'\

( $ i ll_:"' \\\ t"'} /// 4,

u\ ‘x

//

meliputi:

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup untuk
kemakmuaran masyarakat desa. Di perlukanya perencanan yang baik sebagai langkah

awal dalam mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa




merupakan proses kegiatan yang selengarakan oleh pemerintah desa dengan
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan
pengelokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa
Lamanda

Adapun Masing masing Jawaban Informan pada tiap indikator dapat
dijelaskan sebagai berikut:

‘-P-\‘A

'\\ %
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“Desa Lamanda itu sudah melakukan musyawarah dusun dimana setiap
masing-masing dusun melakukan Musdus untuk menganalisa permasalahan
yang terjadi di sekitar wilayah itu apa-apa yang di perlukan pada dusun itu.
Hal ini dilakukan untuk menggali gagasan masyarakal dari tingkat bawah dan
di sini bukan hanya sebatas usulan pembanguan fisik saja melainkan menggali
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dan mengembangkan potensi desa Lamanda baik itu sumber daya alam nya
dan sumber daya manusia. Hasilnya ini nantinya itu akan menjadi acuan
dalam penyusunan RPJM Desa”.(hasil wawancara dengan MA pada tanggal
(07 Juli 2021 di kantor desa Lamanda )

Berdasarkan hasil wawancara dapat yang simpulkan bahwa desa Lamanda
telah melakukan tahap awal perencanaan dan penganggaran melalui musyawarah

dusun dengan tujuan untuk menganalisa apa yang menjadi permasalahan yang

dialami oleh masyarakat desa . '/\
“Musyawarah dusun sun untuk membicarakan

Musyawarah

pembangunan yang / \

_ ¢hs )8 i K kegiatan ini
dilakukan di 2 p8a L Il un E sendiri sangat
sernangat h ; ang itu ketna RT,

asih banyak lagi
orang adapun yang

1

lah yang di ung. iaaan}ra yang datang itu sekitaran 25

berhalangan datang karena mereka ada yang pergi ke kebun ada juga punya
urusan lain”. (Hasil wawancara dengan ER pada Tanggal 15 juli 2021 di
kantor desa )




Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa musyawarah
dusun juga di lakukan di dusun Batu Assung juga melibatkan stakeholders.
Pelaksanaan musyawarah dusun dengan menetukan kapan dan dimana muswarah
tersebut akan dilaksanakan dan siapa yang terlibat dari hasil wawancara dia atas

musyawarah dusun di hadiri oleh para stakeholders.

Oiya musyawarah dusun itu -..A« lakukan di kantor desa Lamanda.

“Kalau musyawarah dusun 1tu dilakukan di aula kantor desa, vang di
undang itu RT ,RW, masyarakatnya juga. Pada musyawarah itu semua
usulan dari masyarakat akan ditampung kemudian akan dibahas lagi di
Musdes. Musyawarah dusun untuk penyusunan RPIM desa yang nantinya
akan di anggarkan. Kalau di tahap ini masyarakat hanya mengajukan
kegiatan apa yang bagus dilaksanakan di desa untuk menentukan yang mana




45

akan di prioritaskan nanti dibahas di Musdes” (hasil wawancara dengan SH
pad tanggal 14 juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan  pada tahap
Musyawarah dusun masyarakat mengajukan program kegiatan untuk pembangunan
desa.dimana usulan masyarakat akan ditampung dulu kemudian dibahas kembali pada

forum selanjutnya untuk penentuan prioritasnya. Musyawarah dusun dilakukan agar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di dapati bahwa pelaksanaan

Musyawarah Dusun dilakukan di Aula Kantor Desa Lamanda. Adapun keterlibatan




masyarakat Desa Lamanda adalah masyarakat mengusulkan apa saja kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan, serta menetukan kegiatan-kegiatan apa yang akan
dijadikan proritas pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat saya simpulkan bahwa telah melibatan

unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Dari hasil

wawancara, sebagai bukti bahwa Desa Lamanda telah melibatan masyarakat Desa

Lamanda menyatakan sebagai berikut:

“ Pada tahap musyawarah desa itu yang dibahas jenis kegiatan yang akan di
jadikan sebagai prioritas usulan dari masing-masing dusun, apa yang menjadi
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usulan dari dusun Lamanda dan apa usulan dari dusun Batu Assung, kemudian
setiap usulan yang telah sedepakati akan dibahas bersama dalam
Musrembangdes, kalau di tahap ini belum menentukan berapa biaya yang mau
di anggarkan untuk kegiatan ini. Disini fokusnya itu apa yang mau di kerjakan
untuk tahun kedepannya, begini kalau kita lakukan musyawarah tahun ini
maka pelaksanaan kegiatannya itu tahun depannya begitu"(hasil Wawancara
dengan MA pada tanggal 07 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tahap musyawarah
desa yaitu tahap untuk menyepakati program kegiatan yang akan di prioritaskan dari

hasil musyawarah dusun yang telah

Lamanda sebagai berikut;

“Di Musyawarah Desa di sini mi menentukan jenis kegiatan yang menjadi
prioritas usulan dari masing-masing dusun. Tidak semua usulan yang di
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ajukan oleh dusun itu di terima ada beberapa pertimbangan mana yang

boleh di jadikan sebagai prioritas”.(hasil wawancara dengan JM pada

tanggal 07 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara vang peneliti didapati bahwa di forum
Musyawarah Desa masyarakat menentukan jenis kegiatan yang menjadi prioritas
usulan dari masing-masing dusun yang sebelumnya. Tidak semua usulan dani

masyarakat di terima perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu,

| \‘\P\‘ A b,q
\\\\"":///
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“Musdes orang na Innjo di panggil ki lagi rapat, anu dibahas ini apa vang di
pilih dari semua usulan musdus™. (hasil wawancara dengan HM pada
tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan HS & HM dapat aya simpulkan bahwa
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musyawarah desa dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan untuk 6 tahun
kedepan . Berikut hasil wawancara dengan bapak RD sebagai masyarakat desa
Lamanda sebagai berikut:

“Sudah ki rapat Musdus di panggil ki lagi ikut rapat di kantor desa untuk
rapat Musdes, ini dibahas mi apa yang mau di prioritaskan dari hasil musdus
kemarin di bacakan maki di situ hasil apa hasil Musdus nya dusun Lamanda
dan Batu Assung. Yang hadir itu, kepala semua kepala dusun, sama RT nya,
semua tokoh masyarakat, dan BBD". (hasil wawancara dengan RD pada

tanggal 16 juni 2021).

untuk ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Namun tidak

semua masyarakat ikut dalam forum musyawarah perencanaan pembanguan desa.

supaya lebih efektif dan efisien maka cukup perwakilan saja yang mengikuti forum
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musyawarah perencanaan pembangunan desa. Sebagai bukti bahwa desa Lamanda
telah melaksanakan forum perencanaan pembangunan desa untuk penyusunan RKP
2020 sebagaimana dituangkan dalam dokumen berita acara yang ada, yaitu forum
musyawarah perencanaan desa telah dilaksanakan di aula kantor desa Lamanda forum
musyawarah perencanaan pembangunan desa Lamanda diikuti oleh Pemerintah Desa,

BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempudn, Ketua RT dan Ketua RW.

Forum musyawarah pere /\ pgunan desa dilaksanakan dengan

aritas dari masing-masing

“Musrembangdes yaitu mentukan kegiatan yang akan menjadi prioritas
untuk pemerintah desa untuk  dapat  dilaksanakan sarta  mendapal
pendanaan. Masyarakat diajak bersama-sama menetukan prioritas kegiatan
untuk satu tahun”. (hasil wawancara denagan MA pada tanggal 07 juli
2021).
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Berdasarkan hasil wawancara dengan MA dapat saya simpulkan bahwa
musyawarah perencanaan pembangunan desa di lakukan untuk menetukan prioritas
kegiatan yang akan di kerjakan untuk tahun depan dan mendapat pendanaan. Hasil

wawancara dengan KD kepala dusun Lamanda sebagai berikut:

“Musrembangdes disini ditentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
satu tahu dan yang akan dia anggarakan. Yang terlibat itu perwakilan setiap
dusun seperti pak RT mais hzg dusun, kelompok masyarakat,
kelompok tani, tokoh pem '

° WRKASS 4
\\\\"'h///

kelompok tani dan nms[h bnnyak orang d: bagian kecamatan juga ada
perwakilannya, Pendamping desa. Kan sebelumnya sudah pemah
melakukan Musdus dulu sebelum kita Musrembang, nah hasil Musdus itu.
Di paparkan lagi oleh kepala dusun masing-masing. Kan setiap dusun
mempunyai usulan, tapi dalam pelaksanaan perlu kita pertimbangkan,
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misalkan tiap dusun mempunyai program nya masing-masing disini nah
kita lihat yang mana paling diprioritaskan. ( Hasil wawancara pada tanggal

14 Juni 2021)

Prioritas merupakan hal yang terpenting dalam perencanaan. Untuk
merencanakan segalah sesuatu pembangunan desa. Skala prioritas menjadi hal yang

utama supava perencanaan yang dibuat dapat menjadi realistis, memliki ukuran yang

jclas,danhena:-bnum‘damt
dang / ° *\
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“Musrembangdes dih, masyarakat, pemerintah dan BPD bersama-sama
menentuka prioritas pembangunan untuk satu tahun yang akan di
anggarkan, Masyarakatnya tidak ikut dalam menetukan berapa yang mau di
anggarkan ini kegiatan ada tim penyelenggara nya itu”. (hasil wawancara
dengan NL pad atanggal 07 juni 2021)




Berdasarkan hasil wawancara dengan NL menjelaskan bahwa pemerintah,
BPD dan masyarakat berkerja sama dalam menentukan program kegiatan yang di
prioritaskan.

“Ini rapat ki lagi untuk apa yang mau dikerjakan di desa untuk satu tahun.
Kalau menentukan anggaran tidak pernah ki terlibat. tapi di kasih tau jaki
berapa bantuan dari pemmntah tapi untuk menentukan ki juga sikura biaya
nya untuk pembangunan ini “tidak”. Yang hadir itu —itu tong ji lagi yang
datang pas Musdes”. (Hasil wi

2021)

rangking kegiatan prioritas.
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Hasil dari forum Musrembangdes adalah berupa dokumen RKP desa.
Kegiatan-kegiatan yang akan dicantungkan dalam RKP desa di tetap bersama dalam
forum Musrembangdes sehingga Tim Penyusun RKP Desa memasukan hasil
kescpakatan Musrembangdes dalam dokumen RKP desa. Setelah RKP desa selesai
dibuat, maka dibuatlah peraturan Desa Tentang RKP desa yang akan menjadi dasar

dalam penyusuanan APB Desa.

_\) =

oy w\

berdampak pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Inisiatif dapat
meningkatkan rasa saling pengertian dan memperlancar komunikasi antara warga dan

Pemerintah. Inisiatif dapat berhasil tergantung kepada kedua pihak tersebut. Inisiatif
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dimana Pemerintah mau mendengarkan suara warga. serta inisiatif warga sendiri
untuk mendorong Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan
akuntabilitas aktor Pemerintah. Inisiatif vang kuat dari kedua aktor tersebut dapat
mendorong terciptanya keberhasilan dalam Participatory Budgeting.
“Faktor pendukungnya semua dari pemerintah, BPD dan masyarakat yang
di undang memiliki inisiatif yang tinggi untuk hadir dalam kegiatan

Musdus,Musdes, dan Musrembafg™.(hasil wawancara dengan JM pada
tanggal 07 juni 2021)

Dari pernyataan di ssa@iLamanda bahwa yang menjadi

faktor pendukung

syawaratan De
\ ]
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa masyarakat aktif dalam memberikan
masukan itu semua karena adanya kesadaran atau insiatif masyarakat dalam

berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah.
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“Yang menjadi faktor pendukung dalam forum musyawarah itu partisipasi
masyarakatnya tinggi . saya sangal berterima kasih kepada masyarakat
karena selalu aktif dalam forum-forum musyawarah. kami dari pihak
pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat, contoh menyajiakan
dokumen berisi rencana strategis yang disajikan kepada masyarakat sebelum
dan selama forum musyawarah”. (Hasil wawancara dengan MA pada
tanggal (7 Juni 2021 di Kantor Desa Lamanda).

Berdasarkan pernyatan diatas selaku kepala desa Lamanda menjelaskan
bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam dalam pelaksanaan forum musyawarah

dalam kegiatan tinggi. Serta

'/I»&WQ
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“Faktor pendukung dari pelaksanaan untuk semua kegiatan musyawarah it
pemerintah desa, BPD dan masyarakat mempunyai kerja sama yang baik
sehingga pelaksaaan semua kegiatan musyawarah dapat terselesaikan




dengan baik, mungkin itu”. (hasil wawancara dengan ER pada tanggal 15
Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat di ketahui bahwa kerja sama
vang baik atara pemerintah desa, BPD, serta masyarakat desa menungjang
pelaksanaan musyawarah dapat berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan

participatory budgeting di desa dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada
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berikut:
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“kira-kira faktor pendukungnya, masyarakat selalu hadir dalam kegiatan
vang begituan kalau di undang jaki tapi sebelum kalau ada kegiatan rapat
pasti pak desa selalu umumkan di masjid kalau mau sholat jumat, nanti ada
rapat begini... pada hari ini, tapi yang datang ia yang di undang tong ji"(
hasil wawancara dengan bapak RD pada tanggal 16 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi
faktor keberhasilan atau pendukung forum Participatory Budgeting adalah pemangku

kepentingan dalam forum Participatory Budgeting memiliki inisiatif yang tinggi

B &*(" \M}\KASS 4
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hanya berfokus pada bidang fisik. Mindser masyarakat yang dinamakan

pembangunan terkotakkan dalam bentuk pembangunan fisik
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Berikut Hasil Kutipan wawancara terhadap informan terkait Faktor

pendukung pelaksanaan Participatory Budgeting sebagai berikut:

“untuk saat ini desa Lamanda yang di prioritaskan adalah infrastruktur. Yah
namanya juga masyarakal yang namanya pembangunan itu identik dengan
pambangunan fisik. Desa Lamanda kan masih tergolong desa baru, wajar
jika pembangunan hampir semua mengarah ke infrastruktur”.  (Hasil
wawancara RD pada tanggal 16 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara pengliti, dapat diketahui bahwa pola pikir

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa dalam
kegiatan musyawarah dusun keterlibatan masyarakat dusun kurang dilihat dari

tingkat kehadirannya. Keterlibatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kuatitas




akan tetapi dilihat dari kualitas sejauh mana masyarakat.

“ini faktor penghambatnya kalau musyawarah dusun ki yang datang dari
pihakmasyarﬂatkhususdusunl.amandased:htphlsadmmgkaada
beberapa faktornya mungkin karena sibuk , ada na urus, pergi di kebun
biasa. Tapi ada kemarin itu masyarakal saya tanya kenapa tidak datang,
nabilang ka tidak ki undang a. Iya nanti di optimalkan di siw”. (hasil
wawancara dengan bapak KD pada tanggal 14 juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa Kketerlibatan

masih kurang optimal dilihat dari

masyarakat dalam forum musyaw
tingkat kehadiran yang mengikuf : dusun. Salah satu alasan

tﬂn[m:lg rencansa pembanguna i5 stanan apﬂ yang di
prioritaskan salah satu perwakilan pcmannmh membaaaka.n apa-apa yang
akan di proritaskan. Masyarakat hanya mmgtyakan saja apa yang dibacakan
pihak pemerintah tanpa penjelasan dampak nya” (hasil wawacara pada
tanggal 16 Juni 2021).
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa dalam
penetapan kegiatan yang akan di prioritaskan masyarakat hanya ikut dalam arahan
pemerintah apa-apa yang perlu di prioritaskan.

* belum ada website desa Lamanda jadi pemberian informasi mengenai

program yang di prioritaskan tahun ini masih seperti biasa membuat

spanduk tentang program tahun ini dan di pampan di depan kantor desa,
tapt masalahnya kan lnkam knnm-r desa kita ini ada di dalam lorong agak

tahun ini saya sudah usulkan agar
chsite Desa Lamanda™. (Hasil
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa yang menjadi

Faktor penghambat dalam pelaksanan forum Participatory Budgeting di Desa
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Lamanda yaitu pertama mindsetr masyarakat tentang pembangunan hanya berfokus
pada pembangunan fisik, kedua tidak optimalnya Forum Musyawarah Dusun, ketiga

Belum adanya Website Desa.

C. Pembahasan Penelitian
Adapun data dan hasil penelitian diperoleh peneliti dalam penelitian

Participatory Budgeting di Desa a Kecamatan Bontotiro Kabupaten

Bulukumba. Yanmg dominan g
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kegiatan yang dibutuhkan guna memberikan solusi terhadap permasalahan yang
dihadapi yang kemudian disusun dalam program kerja pandukuhan yang menjadi

bahan usulan kegiatan di tingkat desa.
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Participatory Budgeting dilakukan melalui tiga putaran dan mekanisme
putaran pertama menurut Souza dalam Soping (2019) dalam adalah pejabat
pemerintah setempat menyajikan audiensi dengan informasi umum tentang anggaran
kota, setelah itu diadakan pertemuan di masing-masing distrik, di mana penduduk

menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan diusulkan. Kemudian masing-
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pelaksanannya kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk menganalisa kondisi dusun
serta memebrikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Sejalan dengan Harns

(2010) bahwa Participatory Budgeting menawarkan cara untuk menghidupkan




demokrasi dimulai pada tingkat yang paling dekat dengan warga. Maka upaya untuk
menghidupkan demokrasi di tingkat yang paling dekat dengan warga dapat dimulai
dari forum musyawarah dusun sebelum masuk ke forum musyawarah pada tingkat
desa, dan Desa Lamanda telah melaksanakannya.

2. Musyawarah Desa

Musyawarah desa yaitu untuk menentukan jenis kegiatan yang menjadi

peserta delegasi/perwakilan sub district untuk mengikuti forum musyawarah
pembanguana tingkat (kota).
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Forum
musyawarah desa di Lamanda diikuti oleh perwakilan masyarakat dari tiap-tiap
dusun, yang terlibat dalam forum musyawarah desa meliputi Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang terdiri dari Tokoh Masyarakat,
Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, dan Ketua RT Ketua RW sebagai perwakilan dari
masing-masing dusun. Dalam hal ini di tentukan kegiatan yang akan diprioritaskan

untuk satu tahun hasil dan M csdhakan di tindak lanjuti ke forum
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Mekanisme putaran ketiga dalam Participatory Budgeting menurut Souza




dalam Soping (2019) adalah perwakilan dari masing-masing distrik ikut dalam
forum musyawarah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kota untuk saling
bernegosiasi dalam rangka menyusun daftar prioritas pembangunan yang akan
dilakukan di daerah tersebut dengan menggunakan anggaran yang ada. Anggaran
selanjutnya didistribusikan sesuai dengan usulan masyarakat dan ditetapkan lebih

lanjut oleh Pemerintah, Setelah anggaran ditetapkan, masyarakat juga ikut memantau

. Teori terscbut jika

desa telah dilaksanakan oleh Desa Lamanda secara demokratis dengan melibatkan

seluruh stakeholders desa. Sejalan dengan pendapat dari Yabbar & Hamzah (2016)

bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dilakukan berdasarkan
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prinsip partisipasi.

4, Faktor Pendukung

Selanjutnya analisis terhadap faktor pendukung dalam keberhasilan
Participatory Budgeting di Desa Lamanda Kacamatan Bontotiro Kabupaten
Bulukumba yaitu Faktor pendukung adalah faktor yang mendorong masyarakat atau

warga untuk berpartisipasi dalam forum Participatory Budgeting untuk kepentingan
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Pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas aktor

Pemerintah. Inisiatif yang kuat dari kedua aktor tersebut dapat mendorong




terciptanya keberhasilan dalam Participatory Budgeting.

Faktor kedua yang menjadi pendukung pelaksanaan participatory
budgeting ~ Kerja sama yang baik antara stakeholders. Untuk mengoptimalkan
Participatory Budgeting (penganggaran Partisipatif) diperlukan kerja sama yang baik
antara stakeholders. Kerja sama vyang baik antara pemerintah. Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dapat menunjang keberhasilan

a_dijelaskan oleh Nginada (2012)

Selanjutnya analisis terhadap

Participatory Budgeting di Desa Lamanda Kacamatan Bontotiro Kabupaten
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Bulukumba. Faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat jalannya suatu

kegiatan yang membuat masyarakat untuk tidak ikut berpartisiapsi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adapun faktor
penghambat yang di dapati dalam penelitian ini salah satu penghambat yaitu pertama

yaitu mindset masyarakat tenntang pembangunan hanya berfokus pada bidang

pembangunan fisik. Persepsi masya g pembangunan terkotakan dalam
nan desa tidak hanya berfokus

pada pembaguan fisik s \

Kedua adanya website desa scbagai media informasi tentang desa.




A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka peneliti

meyimpulkan sebagai berikut:

1. Desa Lamanda telah melaksan@Xan telah melaksanakan participatory

nana  participatory budgeting
- /'/ ‘(P\S MUH
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2. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu adanya kesadaran
masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah dan
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adanya kerja sama yang baik antara Stakeolders. Adapun faktor penghambat
dalam pelaksanaanya yaitu mindse/ masyarakat tentang pembangunan dan
belum optimalnya pengunaan media teknologi seperti wabsite dan whatsapp

untuk masyarakat yang tidak sempat hadir dalam musyawarah

B. SARAN
Setelah  melakukan is memberikan saran yang
semestinya akan dapat bermanfaa n artisipasi masyaakat dalam

forum-forum musya

Bulukumba (‘ @;\
,. ® O/.e

Bontotiro Kabupaten

yang memuat RPJM Desa dan RKP Desa serta dokumen penganggaran yang

memuat APB Desa.
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